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Abstrak

Korupsi merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang banyak merugikan negara. Pasalnya, korupsi dapat berakibat pada ekonomi dan politik sebuah negara, bahkan ada yang menyebutkan bahwa korupsi juga melanggar Hak Asasi Manusia. Masalah korupsi ini menjadi permasalahan yang kompleks lagi apabila korupsi dilakukan secara berlembaga oleh pejabat negara, sampai pada situasi di mana pejabat negara yang seharusnya berwenang memberantas korupsi juga ikut andil di dalam tindakan korupsi. Hal demikianlah yang disebut dengan korupsi sistemik. Selain merugikan negara, korupsi sistemik juga cukup susah untuk di berantas. Politik dinasti yang membentuk kepercayaan dan kerja sama antar pejabat negara juga mempengaruhi adanya tindakan korupsi sistemik ini. Dikarenakan kekuasaan pada pemerintahan, baik eksekutif, legislatif, sampai pada yudikatif telah dikuasai atau dikendalikan oleh mereka. Apabila tidak segera diberantas maka akan terus berulang-ulang (paradoks korupsi). Instrumen internasional seperti United Nation Convention Against Corruption (UNCAC), Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Anti-Bribery Convention, serta Inter-American Convention Against Corruption (IACAC) melalui kerja sama dengan negara-negara untuk memberantas korupsi dengan memberikan peluang kepada masyarakat dan media untuk turut serta dalam menangani korupsi ini. Untuk memberantas korupsi sistemik tidak cukup dengan tindakan ‘menghukum’ sebagaimana semestinya dalam pidana internasional, namun juga perlu adanya pencegahan dari masyarakat itu sendiri dengan membentuk budaya anti-korupsi yang kuat lewat penanaman nilai-nilai moral dan etika kriminalisasi korupsi. Tulisan ini bertujuan untuk membahas bagaimana implementasi hukum internasional dalam menanggulangi korupsi sistemik yang berakibat dari politik dinasti yang akan menyebabkan paradoks korupsi dengan mengikutsertakan masyarakat dan media dalam ikut menanggulangi korupsi sistemik melalui pencegahan dengan budaya anti-korupsi dan pemantauan terhadap pejabat publik. Tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yakni metode penelitian yang menggunakan bahan bacaan dalam penelitiannya, seperti dokumen-dokumen hukum, literatur-literatur hukum lainnya, serta menganalisis norma-norma yang tertulis dan dapat diterapkan dimasyarakat.   
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Abstract

Corruption is a form of criminal act that causes many losses to the country. The reason is, corruption can have an impact on the economy and politics of a country, some even say that corruption also violates human rights. The problem of corruption becomes an even more complex problem if corruption is carried out institutionally by state officials, to the point where state officials who should have the authority to eradicate corruption also take part in acts of corruption. This is what is called systemic corruption. Apart from being detrimental to the country, systemic corruption is also quite difficult to eradicate. Dynastic politics which forms trust and cooperation between state officials also influences this systemic corruption. Because the power in government, both executive, legislative, and even the judiciary, has been controlled or controlled by them. If it is not immediately eradicated, it will continue to happen over and over again (corruption paradox). International instruments such as the United Nation Convention Against Corruption (UNCAC), the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) Anti-Bribery Convention, and the Inter-American Convention Against Corruption (IACAC) through cooperation with countries to eradicate corruption by providing opportunities for the public and media to participate in dealing with this corruption. To eradicate systemic corruption, it is not enough to take 'punitive' actions as appropriate in international crime, but it is also necessary to prevent it from society itself by forming a strong anti-corruption culture through instilling moral and ethical values to criminalize corruption. This article aims to discuss how the implementation of international law in tackling systemic corruption which results from dynastic politics will cause a corruption paradox by involving the public and the media in tackling systemic corruption through prevention with an anti-corruption culture and monitoring of public officials. This paper uses a normative juridical research method, namely a research method that uses reading materials in its research, such as legal documents, other legal literature, as well as analyzing written norms that can be applied in society.
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Pendahuluan 
Sebagai sarana yang mengatur ataupun mengontrol sosial, Hukum memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dari berbagai kepentingan-kepentingan manusia inilah hukum timbul dan berperan sebagai suatu kaidah atau norma yang akan memastikan bahwa manusia berhak atas segala sesuatu yang menjadi miliknya dan bukan merampas hak milik orang lain termasuk milik negara. Hukum tidak hanya berperan sebagai pemberi sanksi yang harus ditaati oleh manusia, namun hukum juga merupakan penengah di antara hak dan kewajiban manusia dalam menjalankan kehidupannya sebagai makhluk sosial. Hal ini sejalan dengan fungsi hukum sebagai pengontrol sosial.
Perbuatan-perbuatan yang menimbulkan akibat hukum disebut peristiwa hukum. Korupsi adalah salah satu perbuatan yang menimbulkan akibat hukum tersebut. Bukan tanpa sebab, karena korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang merugikan negara. Korupsi telah menjadi darah daging penyebab penghambat pertumbuhan negara dalam menyejahterakan dan membangun perekonomian negara. Akibatnya, banyak kerugian di berbagai bidang terutama pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia. Daya rusak yang disebabkan oleh korupsi inilah yang membuat negara dengan angka korupsi terbanyak cukup susah untuk menjadi negara maju. Bentuknya berbagai macam, mulai dari korupsi dalam bentuk finansial sampai pada jabatan tertentu. Sehingga istilah Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang sering di kenal mereka sangat erat kaitannya.
Sebagai salah satu bentuk kejahatan yang di mana setiap negara pasti akan terkena risiko dari adanya korupsi, berbagai upaya dilakukan untuk memberantas kejahatan yang satu ini. Hukum menjadi upaya utama dan sebagai pemegang kunci dalam memberantas korupsi. Upaya hukum ini bukan hanya sekedar dilakukan oleh hukum di masing-masing negara, namun juga menjadi perhatian internasional. Sehingga secara hukum internasional tindakan korupsi juga merupakan pelanggaran dan bahkan kejahatan luar biasa.
Hukum internasional melalui instrumen-instrumen hukum internasional seperti United Nation Convention Against Corruption (UNCAC), Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Anti-Bribery Convention, serta Inter-American Convention Against Corruption (IACAC) menganggap bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa dikarenakan dilakukan secara sistemik dan kompleks oleh pejabat negara. Korupsi secara sistemik terjadi ketika pejabat negara mulai dari pejabat dengan tatanan terendah hingga tertinggi dapat melakukan korupsi bersama, sampai pada pejabat yang berwenang dalam menuntas kejahatan korupsi itu sendiri ikut terlibat dalam kejahatan ini. Korupsi sistemik menjadi korupsi yang sangat kompleks karena dilakukan oleh kebanyakan pejabat pemerintahan yang dilakukan secara terorganisir dan berlembaga. Sehingga korupsi sistemik ini cukup susah untuk dituntaskan dikarenakan sudah terorganisir dalam pejabat negara.
Korupsi bukan hanya sekedar persoalan hukum belaka, tetapi juga merupakan persoalan ekonomi, sosial, dan politik. Korupsi menimbulkan banyak persoalan di bidang-bidang tersebut. Korupsi sistemik yang merupakan korupsi berlembaga, dapat menyebabkan adanya kecenderungan terhadap situasi politik termasuk munculnya politik dinasti. Politik dinasti merupakan kecenderungan berpolitik dalam menguasai hajat pemerintahan oleh golongan tertentu, semisal suatu anggota keluarga ikut berpartisipasi dalam politik demi mempertahankan kekuasaan yang sebelumnya dengan mewariskan atau meneruskan kekuasaan tersebut kepada penerus dalam suatu anggota keluarga ataupun kerabat (Gunanto. 2020). Selain itu, politik dinasti tidak hanya sebatas pada anggota keluarga saja, namun juga menyangkut pada kolega-kolega sang penguasa. Hal ini memiliki kecenderungan keberpihakan. Artinya, dengan adanya calon anggota keluarga ataupun kolega sang penguasa, jabatan-jabatan dalam suatu negara dipegang oleh mereka-mereka saja. Hal inilah yang kemudian cenderung muncul aksi-aksi korupsi yang kemudian memperkuat posisi mereka dari jerat hukum. Sehingga, muncullah yang namanya korupsi berulang-ulang (paradoks korupsi). 
Kejahatan korupsi ini perlu keseriusan dan kesadaran seluruh lapisan masyarakat internasional dalam menyikapinya, mulai dengan tindakan ikut mengawasi situasi politik, mengritik penguasa dengan mendorong transparansi dan akuntabilitas keuangan publik, sampai dengan membangun budaya anti-korupsi. Hukum internasional terutama lewat instrumen-instrumen internasional berupaya menanggulangi kasus korupsi dikarenakan beberapa faktor, seperti mengancam perekonomian negara maupun global, serta melanggar Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk mengurai bagaimana hukum internasional mengimplementasikan lewat instrumen-instrumen internasional dalam menanggulangi korupsi sistemik ini.

Rumusan Masalah
Berdasarkan pendahuluan di atas tulisan ini bertujuan untuk membahas:
1. Bagaimana hukum internasional diimplementasikan untuk mengatasi korupsi sistemik, khususnya dalam konteks politik dinasti?
2. Bagaimana peran masyarakat sipil dan media dalam mendukung implementasi hukum internasional untuk menanggulangi korupsi sistemik yang berasal dari paradoks korupsi?

Metode Penelitian
Pada penulisan ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, yakni metode penelitian yang menggunakan penelitian hukum untuk menganalisis dan memahami peraturan hukum yang ada. Metode ini berfokus pada studi terhadap bahan hukum yang bersifat normatif, seperti undang-undang, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen-dokumen hukum, dan berbagai literatur hukum lainnya. Demikian pula dalam penulisan jurnal ini, penulis menggunakan dokumen-dokumen hukum serta literatur hukum sebagai sumber bahan kajian dalam pembuatan jurnal ini seperti jurnal hukum, artikel-artikel, dan berita terkait yang dibahas (Sutrisno. 2024).  

Pembahasan
Pengimplementasian Hukum Internasional dalam mengatasi korupsi sistemik dalam politik dinasti.
Korupsi sistemik dianggap sebagai kejahatan luar biasa, hal ini bukan tanpa sebab karena korupsi sistemik dilakukan secara kompleks dan terorganisir oleh pejabat negara. Sehingga korupsi sistemik juga dianggap sebagai tindakan korupsi berlembaga (Ifrani. 2018). Korupsi sistemik terjadi karena ketika semua pihak dalam negara, dalam hal ini ialah pemerintahan, mulai dari pemerintah yang berada pada tatanan terbawah sampai pada tatanan pemerintahan tertinggi dalam negara melakukan tindakan korupsi. Selain itu, lembaga pemerintahan terkait penanganan terhadap tindak korupsi juga ikut andil menjadi bagian yang melakukan tindak korupsi tersebut.
Keberadaan politik dinasti menimbulkan kekhawatiran akan timbulnya korupsi sistemik. Pasalnya politik dinasti sendiri identik dengan gaya kekuasaan yang di mana seluruh anggota keluarga atau kerabat penguasa sama-sama berkuasa dalam pemerintahan negara, sampai pada memegang kekuasaan yang strategis dalam pemerintahan sekalipun yang kemudian akan berakibat semakin kuat dan kebalnya mereka dari jeratan hukum yang ada (abuse of power) (Oliviera, Souza. 2022). Oleh sebab itu, politik dinasti sangat memungkinkan terjadinya korupsi sistemik yang saling berkesinambungan ini. 
Permasalahan korupsi bukan hanya permasalahan nasional suatu negara. Secara umum, Korupsi juga merupakan permasalahan universal yang dihadapi oleh Internasional. Hal ini menjadi salah satu penyebab hukum internasional lewat instrumennya menangani permasalahan korupsi ini. Upaya pemberantasan korupsi oleh negara dilakukan dengan meratifikasi perjanjian-perjanjian dalam konvensi internasional mengenai korupsi. Perjanjian internasional sendiri merupakan perjanjian atau konvensi internasional yang dilakukan oleh negara-negara atau masyarakat antar bangsa yang bertujuan untuk mengikatkan diri secara bersama-sama dalam menyepakati suatu hal yang menimbulkan akibat hukum (Wendra, Sutrisno. 2023). Oleh karena itu, suatu negara akan terikat pada ketentuan internasional melalui perjanjian internasional tersebut, termasuk dalam hal ini ialah perjanjian atau konvensi internasional terkait korupsi. 
Dalam memerangi korupsi, hukum internasional berpandangan bahwa upaya penyelesaian korupsi ini bukan hanya sekedar akibat keberdampakan korupsi terhadap ekonomi suatu negara saja, namun juga terkait Hak Asasi Manusia. Hal ini dianggap bahwa korupsi menyebabkan banyak persoalan-persoalan dalam suatu negara yang merugikan khalayak umum. Sebagai contoh, adanya korupsi menyebabkan angka kemiskinan yang tinggi, peluang kerja yang tidak memadai, ketidakmampuan masyarakat terhadap akses kesehatan dan pendidikan yang kurang memadai, serta persoalan sosial lainnya. Hal demikianlah yang terindikasi pelanggaran Hak Asasi Manusia (Petters. 2018). 
Korupsi juga dianggap melemahkan hak asasi manusia dikarenakan memberikan dampak terhadap kemajuan suatu negara dan pola pikir masyarakat yang kurang teredukasi karena terbatasnya akses pendidikan (Pearson, 2001). Hal ini diimbangi oleh laporan dari Amnesty International yang mengatakan bahwa negara-negara dengan catatan buruk korupsi adalah negara dengan catatan hak asasi manusia yang buruk pula. Secara hukum internasional, penanganan terkait korupsi sistemik dilakukan lewat instrumen-instrumen hukum internasional seperti United Nations Conevntion Against Corruption (UNCAC), OECD Anti-Bribery Convention, dan Inter-American Convention Against Corruption (IACAC). 
Lewat instrumen internasional seperti United Nations Conevntion Against Corruption (UNCAC) pada dasarnya melihat bahwa korupsi merupakan sebuah kejahatan internasional yang patut untuk di berantas dikarenakan merugikan ekonomi yang akan berdampak pada keberlangsungan kehidupan sebuah negara. UNCAC sendiri tidak melihat dinasti politik sebagai bentuk yang berakibat pada korupsi sistemik. UNCAC pada dasarnya merupakan konvensi yang mengatasi berbagai bentuk korupsi. Implementasi UNCAC bukan hanya berkaitan dengan bagaimana negara anggota dalam peraturan perundang-undangan nasionalnya menghukum para pihak yang melakukan korupsi, namun juga memberikan stimulus pencegahan terhadap tindakan korupsi dengan mengikutsertakan peran masyarakat dan lembaga non pemerintah (Non Government Organization) dengan tujuan mencegah tumbuhnya angka korupsi yang berkelanjutan. Secara keseluruhan Pasal 5 konvensi ini menekankan setiap negara pihak untuk melakukan praktik-praktik apa saja yang merupakan langkah yang menurutnya efisien dalam mencegah korupsi. Tidak ada ketentuan pasti mengenai tindakan apa saja yang dirasa efektif dalam mencegah korupsi pada ketentuan Pasal ini. Pemerintahan suatu negara pihak diperintahkan untuk mencari solusi tertentu yang tidak melanggar ketentuan hukum nasional masing-masing. Hal ini sejalan dengan teori dualisme hukum yang mana melihat bahwa hukum nasional dengan hukum internasional merupakan dua hal yang terpisah, terlebih dalam dunia modern sekarang negara mempunyai kedaulatan serta kesederajatan sendiri.
 Kemudian OECD Anti-Bribery Convention (konvensi anti suap OECD) yang merupakan Konvensi Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan yang bertujuan memerangi suap di lingkungan bisnis internasional. Konvensi ini menekankan kepada negara pihak untuk memerangi praktik korupsi dan suap dalam bisnis internasional. Sama halnya dengan UNCAC, keduanya sama-sama memerangi korupsi, namun konvensi ini lebih terfokus pada perdagangan internasional. Implikasi dari perdagangan internasional sendiri yang menimbulkan korupsi dan suap dapat merusak kepercayaan dalam perdagangan internasional, dan merugikan perekonomian secara keseluruhan. Oleh karena itu urgensi konvensi ini sangatlah penting bagi sebuah negara dalam meratifikasinya. Penyebab utamanya ialah perdagangan internasional yang meliputi kepercayaan negara dalam melakukan hubungan ekonomi dan investasi. Dengan adanya konvensi ini segala kegiatan ekonomi dan investasi yang dilakukan secara bilateral maupun multilateral dilakukan secara transparan oleh para pihak, sehingga memberikan kemungkinan kecil adanya tindakan korupsi dan suap-menyuap dalam masa investasi atau perdagangan internasional. Pasal 9 konvensi anti suap OECD menyebutkan bahwa tiap negara pihak wajib dan sebisa mungkin memberikan bantuan hukum kepada negara pihak lain dalam bentuk penyediaan hukum pidana maupun beracara terhadap para pelaku yang melakukan tindak pidana korupsi dan suap dalam perdagangan internasional yang dilakukan oleh para pihak. Konvensi ini memberikan peluang dan fleksibilitas terhadap negara lain dalam mengatasi persoalan ini. Namun, di beberapa negara yang memiliki dualisme hukum konvensi ini cukup sulit untuk dilaksanakan oleh negara yang bersangkutan. Karena pada dasarnya proses ratifikasi instrumen internasional merupakan bentuk pengadopsian semata. 
Selanjutnya contoh kebijakan dari Inter-American Convention Against Corruption (IACAC), konvensi pertama internasional dalam menangani korupsi ini merupakan konvensi pemberantasan korupsi di regional Amerika. Kebijakan yang diterapkan dalam konvensi ini sangat memberikan dampak yang cukup signifikan bagi negara-negara anggotanya. Pasalnya dalam Pasal 2 konvensi ini menyediakan kebijakan yang bertujuan untuk mengambil langkah pencegahan korupsi, ekstradisi, mutual legal assistance (timbal balik hukum), serta menyita dan membekukan hasil yang diperoleh dari korupsi (tracing, freezing, seizure, and forfeiture of property or proceeds obtained, derived from or used in the commission of acts of corruption). Langkah pembekuan dan penyitaan memberikan impak ruang bergerak yang terbatas bagi para koruptor terutama keterkaitannya dengan politik dinasti. Selain itu, ekstradisi pada Pasal 12 yang dilakukan oleh para negara pihak juga memberikan peluang bergerak yang sedikit bagi koruptor untuk bepergian ke negara lain, terutama negara pihak konvensi. Sehingga akses atau timbal balik hukum (mutual legal assistance) tadi memberikan peluang dapat dihukumnya koruptor di negara pihak dia bepergian. 
Korupsi sistemik merupakan korupsi yang terjadi secara menyeluruh mulai dari pejabat pada posisi paling bawah sampai posisi tertinggi dalam pemerintahan. Oleh karena itu, implementasi hukum internasional dalam mengatasi korupsi sistemik membutuhkan komitmen politik yang cukup kuat dari semua negara pihak. Kerja sama internasional, penegakan hukum yang efektif, dan partisipasi masyarakat adalah kunci untuk memerangi korupsi sistemik ini. Dengan diterapkannya hukum internasional diharapkan dapat meningkatkan kerja sama antar negara di bidang hukum dan ekonomi dalam menangani korupsi sistemik.
Peran Masyarakat Sipil dan Media dalam Mendukung Implementasi Hukum Internasional untuk Menanggulangi Korupsi Sistemik yang berasal dari Paradoks Korupsi.
Sebagai subyek hukum, masyarakat sipil merupakan subyek yang paling penting dalam berjalannya hukum. Tanpa masyarakat segala sistem sosial yang ada tidak akan berjalan. Berdasarkan konvensi Montevideo tahun 1933 salah satu syarat pembentuk sebuah negara adalah melibatkan adanya masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat berperan penting dalam pelaksanaan hukum dan sosial sebuah negara. Selain itu, konsep Civil Society atau gerakan masyarakat sipil yang merupakan gerakan mengenai hak-hak masyarakat sipil. Gerakan ini meliputi isu-isu yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat sipil pada umumnya, seperti demokrasi dan korupsi. Korupsi merupakan bentuk perbuatan yang merugikan masyarakat sipil pada umumnya terutama yang dilakukan oleh pemerintah (Epakartika, dkk. 2020).
Masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung implementasi hukum internasional dalam menanggulangi korupsi sistemik, masyarakat sebagai pemegang atau pemilik Hak Asasi Manusia berhak berpartisipasi aktif dalam pencegahan ataupun pemberantasan korupsi. Hal ini disebabkan oleh faktor korupsi yang menyengsarakan masyarakat dan melanggar hak-hak masyarakat akibat dari tindakan korupsi. Perwujudan keikutsertaan masyarakat ini menjadi kunci penting memerangi korupsi. Pasal 5 Ayat 1 dokumen UNCAC juga menyebutkan bahwa keikutsertaan masyarakat merupakan bentuk preventif penanggulangan terhadap korupsi. Masyarakat harus disadarkan seberapa buruknya akibat dari korupsi, selain itu masyarakat dapat memantau dan melaporkan adanya tindakan korupsi, serta mengkritisi ketidak transparan pejabat publik dalam mengambil suatu tindakan, kemudian proaktif dalam menanamkan nilai-nilai moral dan kebencian terhadap korupsi melalui pendidikan etika, serta proses pengambilan kebijakan dan advokasi untuk memperkuat hukum dan peraturan anti-korupsi (Ferico, dkk. 2020). Tindakan-tindakan tersebut menjadi bentuk keikutsertaan masyarakat dalam menangani dan mencegah terjadinya korupsi. Masyarakat sendiri merupakan warga negara yang paling penting dan utama dalam mengamati dan mengkritisi segala tindakan pemerintahan yang dirasa tidak sesuai dengan kepentingan dan hak mereka secara umum. 
Selain itu, peran media juga sangatlah penting dalam penanggulangan korupsi. Dewasa ini media menjadi salah satu senjata paling ampuh dalam mendoktrin dan menggiring opini masyarakat. Artinya, pengaruh media sangat memberikan dampak yang signifikan dalam menyebarkan informasi. Eksistensi media seringkali membuat pejabat publik cukup waspada terhadap tindakan yang mereka lakukan. Terkadang untuk menutupi kesalahan mereka, para pejabat sering menggunakan media sebagai alat pengalihan isu (Lewandowsky, dkk. 2020). Dampak besar media ini menjadi salah satu peluang dalam memantau aktivitas dan pergerakan pejabat publik. Sampai pada tahap di mana media dapat melakukan investigasi dan pelaporan investigasi atas kasus-kasus korupsi dan praktik-praktik korupsi di berbagai sektor. Sebagai contoh, bocornya dokumen Panama atau yang dikenal dengan Panama Papers, dokumen ini muncul di publik dari laporan investigasi surat kabar asal Jerman ‘Suddeutsche Zeitung’, hal ini membuktikan bahwa media sangatlah penting dalam menginvestigasi dan publikasi terkait tindak korupsi ini. Media dapat mendukung implementasi hukum internasional dalam memerangi korupsi lewat transparansi publik dengan mendesak atau mendorong akuntabilitas pemerintah dan badan publik lainnya untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dan memastikan penegakan hukum yang tegas terhadap koruptor. Peran media dalam membangun opini publik yang kemudian akan dikonsumsi oleh masyarakat dengan pemberitaan yang kritis dan informatif. Dengan media dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahayanya korupsi. Melalui media dapat memberikan ruang untuk membuat gerakan anti korupsi, dan memberikan upaya masyarakat untuk berpartisipasi dalam mencegah korupsi. 
Selain itu, dengan adanya platform media sosial, memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam memantau dan bergerak untuk melaporkan tindakan korupsi. Dibalik itu, peran media dalam mencegah tindak korupsi mendapatkan ancaman, tantangan, dan resioko dari pihak-pihak yang ingin menutupi tindakan korupsi. Pejabat-pejabat bersangkutan seringkali ‘membungkam’ pers dengan kekuatan-kekuatan dan kekuasaan yang mereka miliki untuk menutupi tindakan mereka. Oleh karena itu, Perlindungan hukum mengenai kebebasan pers serta keamanan jurnalis menjadi sangat penting demi memastikan berjalannya media yang berperan dalam mencegah korupsi dengan efektif. 
Dalam teori Willingness and Opportunity, korupsi dapat terjadi karena adanya kemauan dan kesempatan. Teori ini menjelaskan bahwa seseorang dapat melakukan tindak korupsi karena adanya kemauan dan kesempatan. Kemauan diartikan sebagai akibat dari faktor internal seseorang karena kebutuhan yang menekan seseorang untuk berbuat korupsi. Sedangkan faktor kesempatan diartikan sebagai akibat dari adanya kurang pengawasan terhadap tindakan tersebut. Seseorang melakukan korupsi dikarenakan kondisi sistem yang lemah sehingga menimbulkan kesmepatan bagi si pelaku. Maka dari itu, peran media dalam hal ini sangat penting demi mengurangi terjadinya korupsi akibat dari adanya faktor ‘kesempatan’ ini.    
Peran masyarakat dan media ini menjadi kunci terimplementasinya instrumen-instrumen internasional terkait korupsi. Tindakan pencegahan langsung oleh masyarakat merupakan salah satu tujuan pengimplementasian instrumen internasional terkait korupsi. Pasal 3 IACAC menyebutkan bahwa tindakan pencegahan merupakan salah satu yang terpenting dalam memutus rantai korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya, tindakan preventif yang bermakna suatu pencegahan akan menimbulkan budaya hukum yang baru, yang di mana budaya korupsi (paradoks korupsi) tidak terulangi lagi di masyarakat. Terbukti, negara dengan budaya korupsi yang baik berasal dari masyarakat yang berbudaya korupsi yang baik pula. Sementara itu, tindakan pencegahan yang dilakukan oleh media adalah memberikan informasi terkait kepada masyarakat luas mengenai apa yang sedang terjadi di pemerintahan. Media menjadi sarana informasi sekaligus alat yang membuka transparansi kepada masyarakat. Sehingga masyarakat menjadi melek dan terbuka akan tindak korupsi yang terjadi. Oleh karena itu, keduanya baik masyarakat maupun media memiliki peran masing-masing yang berhubungan timbal balik.  

Kesimpulan 
Korupsi sistemik merupakan tindak kejahatan yang terorganisir dan terintegrasi dalam sistem kekuasaan pemerintahan. Sifatnya yang menyeluruh mulai dari pejabat pemerintah yang paling bawah sampai pada kekuasaan tertinggi pemerintah membuat korupsi sistemik ini membutuhkan keseriusan tinggi dalam menanganinya. Politik dinasti menjadi salah satu faktor korupsi sistemik tetap eksis. Pasalnya, politik dinasti yang bersifat kepentingan segelintir dapat memicu korupsi berulang-ulang (paradoks korupsi). Sehingga dapat berdampak pada terjadinya korupsi yang sistemik dikarenakan melibatkan pejabat-pejabat publik yang sampai pada titik di mana salah satu pejabat tersebut adalah pejabat yang seharusnya menangani permasalahan korupsi ikut terlibat juga di dalamnya. Dampak yang dihasilkan dari tindak korupsi sistemik ini sangat merugikan negara, mulai dari dampaknya terhadap ekonomi, politik, bahkan Hak Asasi Manusia. Melalui instrumen-instrumen hukum internasional seperti United Nations Conevntion Against Corruption (UNCAC), OECD Anti-Bribery Convention, dan Inter-American Convention Against Corruption (IACAC), diharapkan dapat mencegah korupsi secara global. Instrumen-instrumen internasional melakukan pencegahan terhadap tindak korupsi dengan cara meningkatkan kerja sama antar negara pihak, serta mengikutsertakan masyarakat dan media dalam mengimplementasikan kebijakan demi menangani korupsi ini. Masyarakat berperan untuk memantau dan melaporkan tindak korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik. Sementara itu, media juga bertindak dalam memantau dan menyebarkan informasi terkait tindak korupsi ini. Hal ini menjadi sangat penting karena dengan adanya pemantauan-pemantauan secara langsung oleh masyarakat maupun media akan memberikan dampak transparansi dan menekan pejabat publik dalam bertindak untuk memberantas korupsi. Sisi lain pencegahan yang dapat dilakukan oleh masyarakat ialah meningkatkan budaya anti-korupsi dengan menanam pandangan bahwa korupsi adalah musuh mereka dalam mencapai kehidupan yang maju dan sejahtera.     
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